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ABSTRAK 
 
Reza Khoirul Miftah, NIM: 142121029 “PERAN DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A) 
KABUPATEN SUKOHARJO DALAM MEMBERIKAN 
PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF 
HUKUM KELUARGA DI INDONESIA”. 
 
Ketika ada keturunan dalam sebuah perkawinan yang sah, maka orang 
tua memiliki ikatan kewajiban untuk memelihara keturunan dengan sebaik-
baiknya. Hal itu sesuai dengan Pasal 45 angka 1 Undang-Undang Perkawinan 
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sekalipun telah 
bercerai. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, 
pemerintah, dan pemerintah daerah. Namun pelanggaran hak anak pasca 
perceraian memiliki kendala bagi pihak pemerintah, karena pihak yang 
berperkara adalah orang tua, pihak terdekat di kehidupan mereka. Hal itu 
mengakibatkan minimnya pelaporan mengenai kasus ini yang diterima 
pemerintah. 
 
Di Lembaga perlindungan anak di bawah kepemerintahan pemerintah 
kabupaten Sukoharjo yakni DPPKBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak) terdapat 
laporan mengenai pelanggaran hak anak pasca perceraian. Sehingga fokus 
masalah dalam penelitian ini adalah peran DPPKBP3A Sukoharjo dalam 
memberikan perlindungan hak anak pasca perceraian sesuai perspektif hukum 
keluarga di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
laporan tahunan dan arsip DPPKBP3A Sukoharjo, undang-undang, buku, 
jurnal serta data-data yang berhubungan dengan penelitian. Sementara itu, 
lokasi penelitian ini dilakukan di DPPKBP3A, khususnya pada Bidang 
Perlindungan Anak. 
 
Pada hasil penelitian ini, penulis memaparkan peran DPPKBP3A 
Sukoharjo dalam memberikan perlindungan hak anak pasca perceraian.  
Hasilnya, DPPKBP3A Sukoharjo telah melakukan kewajibannya sesuai 
regulasi hukum keluarga di Indonesia dengan dua macam upaya yakni 
preventif atau pencegahan dan kuratif atau penanganan. 
 
 
 
Kata kunci: Hak Anak Pasca Perceraian, Upaya, DPPKBP3A Sukoharjo 
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ABSTRACT 
 
Reza Khoirul Miftah, NIM: 142121029 “PERAN DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A) 
KABUPATEN SUKOHARJO DALAM MEMBERIKAN 
PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF 
HUKUM KELUARGA DI INDONESIA” 
 
When there are offspring in a legal marriage, the parents have an 
obligation to maintain the offspring as well as possible. As stated in Article 
45 section 1 of the marriage constitution No. 1 of 1974 about marriage that 
both parents are obliged to protect and educate their children to the best of 
their ability even if they are divorced. Children’s right are the part of human 
rights that must be guaranteed, protected, and fulfilled by parents, families, 
communities, countries, governments, and regional governments. However 
the violations of the children’s right after divorce have problems for the 
government because the litigants are their parents, the closest people in their 
life. Its impact of the minimum reporting on this case is received by the 
government. 
 
In The Child Protection Institution under the Sukoharjo district 
government namely DPPKBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 
Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak), there is a report 
on violations of children’s rights after divorce. So the focus of the problem in 
this research is the role of DPPKBP3A Sukoharjo in providing children’s 
rights protection after divorce due perspective family law in Indonesia. In this 
research, the researcher used qualitative method. The technique of collecting 
data are interview and documentation. The sources of the data in this research 
are the annual report and the archive of DPPKBP3A Sukoharjo, the 
constitution, books, journals and data that related to the research. Meanwhile, 
the location of the research conducted in DPPKBP3A, especially on the Child 
Protection Sector. 
 
In the result of the research, the researcher describe the role of 
DPPKBP3A Sukoharjo in providing children’s rights protection after divorce 
with the details that DPPKBP3A Sukoharjo has performed its obligations 
according to family law regulations in Indonesia with two kinds of efforts 
namely preventive and curative or handling. 
 
 
Key words: Post Divorce Children’s Rights, Efforts, DPPKBP3A Sukoharjo 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 
sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Keluarga yang 
bahagia dan kekal dapat diistilahkan keluarga harmonis atau keluarga sakinah. 
Keluarga harmonis dalam KBBI diartikan selaras atau serasi yang juga merupakan 
tujuan dari kehidupan berumah tangga.2 Perkawinan juga bertujuan untuk 
mendapatkan keturunan, dengan adanya keturunan dalam sebuah perkawinan 
berakibat memiliki ikatan kewajiban untuk memelihara keturunan dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan Pasal 45 angka 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 
Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan 
mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 
 Salah satu lembaga negara yang bertugas untuk menjaga ketahanan 
keluarga/perkawinan adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (untuk penulisan nama 
lembaga ini selanjutnya akan ditulis DPPKBP3A). Dalam misinya, selain 
bertugaskan untuk membangun keluarga berkualitas, DPPKBP3A juga 
menggalang kemitraan terkait guna meningkatkan upaya promosi perlindungan 
dan pemenuhan hak reproduksi, meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan, 
                                                          
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1. 
2 KKBI.kata.web.id/keharmonisan. Akses pada 12 Juni 2018 
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mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta mewujudkan kebijakan 
perlindungan kekerasan berbasis gender dan anak. Dengan ini diharapkan dapat 
mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, mandiri dan berkualitas.3  
Perkawinan tidak selalu menemukan tujuan keharmonisan keluarga, 
perkawinan juga dapat berujung pada perceraian. Dalam perkawinan yang 
melahirkan anak, hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan setelah 
perceraian terjadi. Bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan istri 
saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka. Seringkali dalam 
kenyataannya salah satu wali saja yang mendapatkan hak perwalian anak dan 
ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain yang tidak 
mendapatkan hak perwalian juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya, 
sehingga menyebabkan kepentingan dari anak tersebut menjadi terabaikan dan 
pengarahan terhadap anak menjadi tidak jelas. Di kasus yang lain terjadi juga, bila 
ada pihak yang sudah mengantungi putusan pengadilan agama untuk mengasuh 
anak, namun tidak mematuhi dan menjalankannya, alias tidak mengasuh anak 
yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Di sini akan terjadi hilangnya hak 
bagi anak-anak di bawah umur.4 
 Dampak dari perceraian sangatlah luas, diantaranya anak tersebut bisa 
telantar atau bisa menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, anak mengalami 
trauma dan tidak percaya diri.5 Anak korban perceraian biasanya mengalami 
                                                          
3  Htttp://ppid.Sukoharjokab.go.id. akses pada 13 Juni 2018 
4  Rahmadi Indra Tektona, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban 
Perceraian”, jurnal Muwazah, Vol. 4, Nomor. 1, Juli 2012, hlm. 23. 
5 Siti Kasiyati, “Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia 
(Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)”,  
Jurnal Al-Ahkam, (Fakultas Syariah IAIN Surakarta) Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016. Hlm. 85. 
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kekerasan berupa penelantaran. Seperti di lembaga bantuan hukum yang bekerja 
di wilayah Jawa Tengah, Hukum dan HAM PW ‘Aisyiyah Jateng. Kasus yang 
paling banyak ditangani adalah anak korban penelantaran, hampir 50% dari kasus 
anak yang masuk.6 
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, pada alenia IV dinyatakan bahwa, tujuan dibentuknya Negara 
Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia berarti 
baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda yang menjadi bagian dari 
bangsa Indonesia wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Melindungi juga 
berarti memberikan kesempatan yang sama adilnya bagi laki-laki dan perempuan, 
tua ataupun muda. John Gray dalam Children are from Heaven menuturkan 
betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita 
bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi 
dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya, anak-anak membutuhkan orang dewasa 
untuk membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung 
pada dukungan kita untuk tumbuh.7 
Secara umum di Sukoharjo terjadi banyak penelantaran dan kurangnya 
pemahaman hak-hak anak oleh orang tua, seperti berdasarkan wawancara dengan 
Direktur Eksekutif Yayasan Kakak Solo, Shoim Syahriyati oleh Solopos.com, 
banyaknya penelantaran anak salah satunya terjadi di Sukoharjo belakangan ini. 
Shoim melihat tingkat pemahaman orang tua masih rendah terhadap hak-hak 
                                                          
6  Ibid., hlm. 83-84. 
7  Rahmadi Indra Tektona, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban 
Perceraian”…, hlm. 21. 
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anak. Sementara itu kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan 
KB) Solo, Anung Indro Susanto, mengatakan persoalan antisipasi penelantaran 
anak itu menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kendati anak 
itu menjadi tugas orang tua, tetapi hak anak ternyata belum terjamin dengan baik.8 
Dan menurut data dari DPPKBP3A Sukoharjo, angka kekerasan anak pada tahun 
2018 mencapai 39 kasus dengan 2 kasus diantaranya merupakan masalah 
pengasuhan anak, dan yang spesifik dalam laporan/kasus terkait penelitian ini 
yakni laporan/kasus yang rawan terdapat pelanggaran hak anak pasca cerai 
jumlahnya terdapat satu kasus.9 Sedangkan angka perceraian di Sukoharjo pada 
tahun 2018 terdapat 1.595 kasus dan pada 2017 terdapat 1497 kasus, angka yang 
terbilang tinggi, sehingga muncul kehawatiran akan banyaknya anak yang haknya 
terlanggar,10 dengan latar belakang angka perceraian mencapai lebih dari seribu 
dari beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pendorong penulis untuk menulis 
terkait perlindungan hak anak pasca perceraian ini. 
Anak dengan latar belakang keluarga yang tidak harmonis atau adanya 
perceraian orang tuanya cenderung berperilaku cenderung negatif dibanding anak-
anak yang normal dalam keluarganya, seperti dalam buku yang ditulis oleh John 
Gottman dan diterjemahkan oleh T. Hermaya, buku yang bersumber dari riset-
riset lapangan dan kutipan dari penelitian lain ini mengemukakan bahwa dampak 
                                                          
8 Tri Rahayu/JIBI/Solopos, “Orang Tua Tak Mampu Mengasuh, Hak Asuh Bisa 
Dicabut”, www.Semarangpos.com, Sabtu, 27 Juni 2015. Akses pada 15 Mei 2018 
9 Sunarto, KABID PA Di DPPKBP3A Sukoharjo, wawancara dan dokumentasi, 21 Juni 
2018. 
10 Agil Tri, “Kasus Perceraian Di Sukoharjo Tinggi, Semester I 2019 Pengadilan Agama 
Tangani 1110 Berkas Perceraian” www.Solo.Tribunnews.com, Senin 24 Juni 2019, Akses pada 25 
November 2019. 
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ketidakharmonisan keluarga sudah bisa dirasakan sejak masa bayi. Bayi dapat 
mengalami kerusakan untuk mengatur system sarafnya yang bisa berlangsung 
seumur hidup karena pengamatan bayi dari orang tuanya yang tidak baik dalam 
berinteraksi mempengaruhi saraf bayi yang sedang masa berkembang. Untuk usia 
anak yang telah bermain dengan teman sebayanya, anak yang berlatar belakang 
keluarga perceraian atau keluarga yang tidak harmonis cenderung bertiangkah 
laku negatif dibanding anak lain, seperti bertengkar, mengancam, memberi 
sambutan jelek, ngerumpi dan serangan fisik. Tidak hanya berpengaruh pada 
kesehatan kejiwaan saja, anak korban perceraian orang tuanya bahkan dapat 
menyebabkan usia mereka lebih pendek.11 
 Berdasarkan keadaan tersebut, penulis merasa tertarik mendeskripsikan 
sejauhmana DPPKBP3A dalam memberikan perlindungan terhadap anak pasca 
perceraian. Sehingga penulis mengangkat judul “Peran Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (DPPKBP3A) Sukoharjo dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Anak 
Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia”.  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Sukoharjo 
dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian? 
                                                          
11  John Gottman, The Heart of Parenting, terj. T. Hermaya, (Jakarta: Gramedia 2003, cet. 
6), hlm. 152. 
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2. Bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Sukoharjo 
dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif 
Hukum Keluarga di Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Sukoharjo 
dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian. 
2. Mengetahui peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Sukoharjo 
dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif 
Hukum Keluarga di Indonesia. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPKBP3A) Sukoharjo dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca 
Perceraian (Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia) diharapkan bermanfaat 
sebagai: 
1. Secara Teoritis 
Menambah khasanah keilmuan dibidang hukum keluarga khususnya dalam 
perlindungan hak anak pasca cerai orang tuanya. 
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2. Secara Praktis 
a.  Diharapkan dapat bermanfat bagi lembaga perlindungan anak dan 
lembaga swadaya masyarakat bidang perlindungan anak dalam 
memberikan perlindungan terhadap anak pasca perceraian. 
b.  Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan 
masyarakat terkait pentingnya perlindungan hak-hak anak pasca cerai 
orang tuanya. 
 
E. Kajian Pustaka 
Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, belum 
menemukan penelitian yang meneliti tentang Peran Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (DPPKBP3A) dalam Memberikan Perlindungan Hak-hak Anak Pasca 
Perceraian Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia. Akan tetapi ada beberapa 
penelitian terkait perlindungan hak anak, diantaranya: 
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Desi Benari Tulus Anjarsari dengan 
Judul “Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan 
Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri 
Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual” Tahun 201712. Penelitian 
yang dilakukan oleh Desi ini memaparkan bagaimana peran DPPKBP3A 
Kabupaten Wonogiri dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan 
                                                          
12 Desi Benari Tulus Anjarsari“Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 
Berencana Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten 
Wonogiri Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual”, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN 
Surakarta, 2017 
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seksual, yakni dengan hasil penelitian  bahwa DPPKBP3A Wonogiri berperan 
baik dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual dinilai 
dengan mewawancarai kerluarga korban kekerasan. Dalam praktiknya, 
DPPKBP3A Wonogiri melakukan pendampingan di Pengadilan maupun di 
Kepolisian sehingga anak terdorong untuk berterus terang di lingkungan hukum, 
selain itu DPPKBP3A Wonogiri juga melakukan pendampingan saat rehabilitasi 
psikis anak serta melakukan home visit terhadap anak korban kekerasan seksual 
yang telah ditanganinya. Kaitannya dengan penelitian yang penulis tulis, yakni 
memiliki kesamaan dari segi Objek penelitian lapangan yakni DPPKBP3A dan 
kesamaan dalam hal perlindungan terhadap hak anak, namun memiliki perbedaan 
dalam spesifikasi kasus penelitian dengan penelitian penulis dengan yang Desi 
tulis yakni penulis lebih terhadap perlindungan hak anak pasca perceraian dan 
dilakukan di Kabupaten Wonogiri. 
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ika Yuliana berjudul “Tinjauan Kompilasi 
Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak 
Akibat Perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” 
tahun 2017.13 Penelitian lapangan ini mengharapkan, dengan adanya perundang-
undangan yang telah disahkan dan menjadi dasar perlindungan dapat menjadi 
standar dalam perlindungan hak anak pasca cerai, dengan kerjasama pemerintah 
dan masyarakat dapat menjadi penggerak agar hak-hak anak terpenuhi dengan 
baik. Dan pada hasil dari penelitian lapangan di desa Munggung ini, Yuliana tidak 
menemukan kesesuaian antara ketentuan hak anak yang ada di Kompilasi Hukum 
                                                          
13 Ika Yuliana, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan 
Anak terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten 
Ponorogo”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017. 
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Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat desa Munggung, Ponorogo. 
Skripsi Yuliana memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam pembahasan hak 
anak pasca perceraian dengan menggunakan salah satu teori dari Kompilasi 
Hukum Islam sebagai acuan hak anak dan memiliki perbedaan pada objek 
penelitian lapangannya, penelitian ini lebih kepada bagaimana praktik pemenuhan 
hak anak khususnya dalam hal nafkah pasca perceraian yang ada di masyarakat. 
Ketiga, jurnal yang ditulis Rahmadi Indra Tektona berjudul “Kepastian 
Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian” tahun 2012.14 
dalam penelitiannya, tidak semua pernikahan berjalan dengan baik terkadang 
terjadi suatu perceraian dan dapat berdampak pada banyak hal, biasanya yang 
menjadi korban adalah anak. Dalam suatu pasangan yang akan bercerai, mereka 
disibukan dengan mencari kebenaran terhadap keputusan mereka untuk berpisah. 
Mereka tidak lagi mempertimbangkan ada pihak yang akan sangat menderita 
dengan keputusan tersebut dan kadangkala kehilangan haknya, yaitu anak-anak 
yang dapat menjadi penerus bangsa. Dalam jurnal yang ditulis oleh mahasiswa 
program doktor ilmu hukum ini juga tertulis beberapa yang berkaitan dengan 
perlindungan anak bahwa di negara Indonesia sudah jelas mengatur hak 
perlindungan anak, tetapi pada pihak yang bersengketalah yakni kedua orang 
tuanya, apakah akan memperhatikan hak anaknya atau tidak, dalam hal 
pertimbangan pengasuhan bisa diserahkan kepada pengadilan, dengan kepastian 
hukum dari pengadilan juga diharapkan dapat melindungi hak-hak anaknya. 
Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal perlindungan hak 
                                                          
14  Rahmadi Indra Tektona, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban 
Perceraian”, Jurnal Muwazah, vol. 4, Nomor 1, Juli 2012. 
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anak pasca perceraian namun berbeda, penelitian ini menekankan proses 
perlindungan di dalam persidangan guna anak pasca perceraian mendapatkan 
perlindungan hukum dari putusan hakim. 
Keempat, jurnal yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution berjudul, 
“Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, tahun 
2016.15  Mengemukakan bahwa perlindungan terhadap anak, tidak ditemukan 
dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan/atau Hukum Perkawinan Islam 
Indonesia. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: 
mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak yang dapat ditemukan 
dalam Undang-Undang Perkawinan. Ada tiga poin yang menjadi kesimpulan dari 
jurnal ini, yang pertama, anak mendapat perlindungan dan jaminan dari Undang-
Undang Perkawinan. Kedua, yang mempengaruhi terwujudnya hak pemerliharaan 
anak yakni hakim, dan orang tua anak, dalam hal ini jika terjadi perceraian yang 
diajukan ke Pengadilan. Dan poin ketiga adalah solusi yang ditawarkan oleh 
penulis, yakni salah satunya Mahkamah Agung  membuat surat edaran agar hakim 
Pengadilan Agama selalu menggunakan hak ex officio dalam menyelesaikan kasus 
perceraian. Jurnal ini memiliki kesamaan yakni menggunaan Undang-Undang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu konsep pembahasan 
perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam dan memiliki perbedaan 
tidak ada pembahasan peran DPPKBP3A Sukoharjo dalam jurnal penelitian 
Nasution. 
                                                          
15 Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam 
Indonesia”, Jurnal Al-‘Adalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, Vol. XIII, Nomor 1, Juni 2016. 
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Dan kelima, skripsi yang ditulis oleh Mawa Datik Nur Faidah berjudul 
“Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual (Pedofil) Study di Yayasan 
Kakak Surakarta”, Tahun 2016.16 penelitian ini berfokus mendeskripsikan 
pendampingan anak korban kekerasan seksual di yayasan Kakak Surakarta, pada 
proses perlindungannya yayasan Kakak menangani laporan dari empat aspek, 
yakni aspek hukum (pendampingan korban dalam menjalani persidangan), aspek 
psikologi (meliputi kejiwaan anak), aspek medis (pendampingan di rumah sakit 
apabila korban terluka secara medis), dan yang terakhir aspek sosial 
(pendampingan masyarakat lingkungan tempat korban dengan tujuan agar korban 
dapat di terima lagi di masyarakat dengan baik). Skripsi ini memiliki kesamaan 
yakni membahas mengenai peranan lembaga pemerhati anak dalam melindungi 
hak anak dan memiliki perbedaan terkait lembaga yang diteliti dan kekhususan 
tema pembahasan. 
 
F. Kerangka Teori 
1. Tanggung Jawab Perlindungan Anak 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai isi dari pasal 1 angka (1) 
Undang- 14 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-
undang perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai 18 tahun 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 
                                                          
16 Mawa Datik Nur Faidah, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual (Pedofil) 
Study di Yayasan Kakak Surakarta”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2016. 
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tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,17 sedangkan dalam 
Kompilasi Hukum Islam, batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri  atau 
dewasa  adalah 21  tahun,  sepanjang  anak tersebut tidak bercacat fisik 
maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.18  
Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, 
pemerintah, dan pemerintah daerah.19 Keluarga adalah unit terkecil dalam 
masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau 
keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan 
derajat ketiga, sedangkan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, tiri atau 
angkat.20 Orang tua terhadap anak berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. 
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya. 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. 
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada 
anak. 
Jika dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, 
atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di maksud di atas, 
                                                          
17  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Perkawinan, Pasal 47, Angka 1. 
18  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98. 
19  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Angka 
12. 
20 Ibid., Pasal 1, Angka 3-4. 
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dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.21 
Posisi negara atau pemerintah adalah sebagai pengatur yang bertujuan 
agar terwujudnya kenyamanan, keamanan dan kedamaian seluruh rakyat di 
wilayahnya, terlebih untuk melindungi hak anak pemerintah Indonesia 
berupaya dengan memberikan sarana prasarana agar terwujudnya perlindungan 
hak anak dengan baik. Ini seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, 
bahwa Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan 
bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan 
sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah 
juga bertanggung jawab menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan 
kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali 
atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.22 
Sedangkan masyarakat kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dengan 
melalui kegiatan peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan 
anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati 
anak.23 
2. Regulasi Perlindungan Hak Anak Di Indonesia 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
                                                          
21  Ibid., Pasal 26. 
22  Ibid., Pasal 22-23. 
23  Ibid., Pasal 25. 
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berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.24 
Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang 
yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa 
Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, 
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah 
ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas 
sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan 
kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal 
yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih 
muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya 
baru “lahir” tema hak secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM 
PBB (hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa). Pemahaman akan hak-
hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan 
karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan 
martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau 
dinyatakan tidak berlaku oleh negara.25 
 
 
 
                                                          
24 Ibid., Pasal 1, angka 2 
25 Sunggono, dkk., Bantuan Hukum dan Hak Asasi ManusiaI, (Bandung: Mandar Maju, 
2009), hlm. 70. 
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Dalam Undang-Undang Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 
Anak memiliki hak-hak yang telah dimulai sejak masih dalam kandungan, hak-
hak tersebut antaranya: 
a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam 
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.  
b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, 
untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.  
c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam 
kandungan maupun sesudah dilahirkan.  
d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 
dengan wajar.26 
Sejak masih dalam kandungan, anak telah memiliki hak-haknya 
sebagai manusia, perlindungan anak diperlukan untuk menjamin agar haknya 
sebagai manusia dapat terpenuhi. Berdasarkan Pasal 28b Undang-Undang 
Dasar disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.27  
Di Pasal 9 Angka (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh 
                                                          
26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 
Anak, Pasal 2. 
27  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B Angka 2. 
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pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 
tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu khusus 
bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar 
biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak 
mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak menyatakan dan 
didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai 
dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai 
dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11 Undang-undang No 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa setiap anak 
memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan 
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 
Selanjutnya, Pasal 14 menyatakan bahwa, Angka (1) setiap  anak  
berhak  untuk  diasuh  oleh  orang tuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan  
dan/atau aturan  hukum  yang  sah  menunjukkan  bahwa pemisahan  itu  
adalah  demi  kepentingan  terbaik bagi  Anak  dan  merupakan  pertimbangan 
terakhir. (2)  Dalam  hal  terjadi  pemisahan  sebagaimana di maksud pada 
ayat (1), anak tetap berhak: 
a. bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi secara tetap dengan kedua 
orang tuanya.  
b. mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan, pendidikan  dan  perlindungan  
untuk  proses tumbuh  kembang  dari  kedua  orang  tuanya sesuai  
dengan  kemampuan,  bakat,  dan minatnya. 
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c. memperoleh  pembiayaan  hidup  dari  kedua orang tuanya.  
d. memperoleh Hak Anak lainnya. 
3.  Konsep Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia 
Dalam hal ini erat kaitannya dengan hal pemeliharaan anak, demikian 
ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak di hukum keluarga, yakni: hak 
pengasuhan, hak pemeliharaan, dan hak pendidikan.28 Dalam hal ruang lingkup 
anak, keluargalah yang paling dekat dengan anak yang harapannya dapat 
mengasuh, memelihara dan mendidik anak dengan baik sehingga tidak 
mengakibatkan anak menjadi korban atau pelaku dari kekerasan. 
Hal ini sama dengan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, 
bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
dengan sebaik-baiknya. Dan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri 
sendiri dan kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan antara kedua 
orang tua putus.29 Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi 
suatu perceraian antara orang tua dari anak tersebut, untuk melindungi hak 
anak tersebut dengan:  
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya.  
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaanya. 
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.  
                                                          
28 Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam 
Indonesia”…, hlm 1-2. 
29  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Perkawinan, Pasal 45. 
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Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya 
yang belum dewasa atau di bawah  pengampunan,  dan  tidak diperbolehkan  
memindahkan  atau  menggadaikannya  kecuali karena keperluan  yang 
mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu 
kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. 30   
 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengelola data 
sesuai dengan tujuan penelitian.31 Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan skripsi sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian lapangan biasanya dilakukan oleh ilmuan sosial dan 
ekonomi dimana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok 
manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar dimana peneliti melakukan 
penelitian,32 adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.33 Dilihat dari sisi pelaksan 
penelitia kualitatif lapangan ini, peneliti secara langsung berinteraksi dengan 
                                                          
30  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105-106. 
31 Sugiono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan disertasi, (bandung: Alfabeta, 
2013), hlm 18. 
32 Jonathan Sarwono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2006), hlm. 18. 
33 Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2000), hlm.3. 
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lembaga DPPKBP3A Sukoharjo untuk mendapatkan data terkait dengan 
perlindungan hak anak pasca perceraian. 
2. Sumber data  
Penelitian ini melibatkan data dasar dari lapangan akan tetapi tidak 
meninggalkan data dari kepustakaan, maka peneliti memperoleh data yang 
diperlukan dari: 
a. Sumber data primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama, 
data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau dalam bentuk file-
file. Data ini harus dicari melalui orang yang dijadikan objek penelitian 
atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun 
data.34 Dalam hal ini penulis mendapat sumber data primer dari informan-
informan yang berasal dari DPPKBP3A Sukoharjo. 
b. Sumber data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia sehingga tinggal 
mencari dan mengumpulkan data tesebut35. Dalam hal ini penulis 
mendapatkan sumber data sekunder berasal dari bahan-bahan kepustakaan 
dan hasil informasi-informasi yang secara tidak langsung membahas 
masalah hak anak pasca cerai orang tuanya. 
 
3. Waktu dan Lokasi Penelitian 
a. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu sekitar 19 bulan, di mulai 
dilakukan bulan Mei 2018 sampai Desember 2019. 
                                                          
34 Jonathan Sarwono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif…, hlm. 129. 
35 Ibid., hlm. 123. 
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b. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Sukoharjo, namun dengan peran DPPKBP3A yang 
bergitu luas, dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada Bagian 
Perlindungan Anak di Dinas ini. Pemilihan kabupaten Sukoharjo 
sebagai tempat penelitian karena terjadi banyak kasus penelantaran dan 
ketidaktahuan perihal hak-hak anak oleh orang tua, selain itu dalam hal 
perlindungan anak, predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) sangat 
penting karena tujuan KLA ini adalah untuk melindungi hak-hak anak, 
maka penelitian ini juga ingin mendukung kabupaten Sukoharjo sebagai 
Kabupaten Layak Anak dengan kategori yang lebih baik lagi. Ini seperti 
yang ada di artikel online Humas Sukoharjo, Sukoharjo telah 
mendapatkan lagi predikat KLA kategori Pratama di tahun 2017, yang 
sebelumnya juga telah didapatnya pada tahun 2015.36 Namun dengan 
kategori Pratama, masih ada kategori yang lebih baik lagi seperti 
kategori Madya, Nadya dan Utama. Selain itu, pemilihan Lembaga 
DPPKBP3A Sukoharjo karena berdasarkan data awal  yang didapat 
penulis, bahwa DPPKBP3A ini adalah lembaga pemerintah daerah, 
yang menjadi leading sector dari lembaga perlindungan anak yang lain 
di Kabupaten Sukoharjo. 37 
                                                          
 36 Dewangga Saputra, “Pendidikan Ramah Anak Butuh Dukungan Orang Tua”, 
www.yskk.org, 2017.  
37 Wijeng Rahayu/AIPTU, Kepala Unit PPA POLRES Sukoharjo, Wawancara,  17 Mei 
2018. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, 
yakni: 
a. Wawancara 
Dalam hal ini menggunakan teknik wawancara mendalam, yakni 
peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan 
yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah 
dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan 
yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika 
melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk 
melakukan wawancara berikutnya. Mungkin ada sejumlah pertanyaan 
yang telah dipersiapkan sebelum melakukan wawancara, tetapi 
pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan 
terbuka.38 Dan untuk memetakan informan yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti, penulis mewawancarai Kepala Bagian Perlindungan Anak 
(Kabag PA) di DPPKBP3A Sukoharjo, 
b. Dokumentasi 
Yakni para peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di 
media, notulen rapat, surat menyurat, laporan untuk mencari informasi 
yang diperlukan. Mengumpulkan dokumen ini mungkin dilakukan untuk 
mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan 
                                                          
38 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya mendukung Penggunaan 
Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 
hlm. 21. 
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melakukan wawancara mendalam.39 Metode ini merupakan cara 
pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti dari dokumen kerja atau arsip 
data dari DPPKBP3A, sehingga akan memperoleh data lengkap, sah dan 
bukan berdasarkan perkiraan.  
5. Analisis Data 
Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang berbeda karakter 
data satu sama lain. Untuk menganalisis data-data tersebut penulis 
menggunakan dua jenis metode analisa data yakni analisa menggunakan 
metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah proses penalaran untuk 
menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan 
atas fakta-fakta yang bersifat khusus, prosesnya disebut induksi.40 Sedangkan 
deduktif adalah suatu proses berfikir yang bertolak dari suatu yang umum 
menuju hal-hal yang khusus untuk mencapai kesimpulan.41 Berkaitan 
penelitian ini, metode induktif dipakai untuk menganalisa rumusan masalah 
nomor satu mengenai penjabaran peran DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo 
dalam memberikan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian, dan metode 
deduktif digunakan untuk menganalisa rumusan masalah nomor dua yakni 
berkaitan peran DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo dalam melindungi hak anak 
pasca perceraian perspektif Hukum Keluarga di Indonesia. 
 
 
                                                          
39  Ibid. 
40  Dalman, Keterampilan Menulis, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 38. 
41  Ibid., hlm. 43. 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan 
dalam dan penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika 
penulisan. Dalam penulisan skripsi ini, secara runtut mencangkup lima bab yaitu 
sebagai berikut:  
Bab pertama, didahului dengan bab Pendahuluan, yang terdiri dari latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teori, 
metode penelitian, dan sistematika penelitian. 
Bab kedua, Membahas mengenai tinjauan umum dan teori-teori terkait 
hak-hak anak, peran pemerintah, hubungan keluarga dengan anak, regulasi 
perlindungan anak dan hukum keluarga yang ada di Indonesia.   
Bab ketiga, Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yakni 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Sukoharjo meliputi sejarah berdirinya, visi misi, tugas 
atau perananya dalam memberikan perlindungan hak anak pasca perceraian. 
Bab keempat, Merupakan pembahasan dan analisa peranan Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak kabupaten Sukoharjo dalam memberikan perlindungan hak 
anak pasca perceraian perspektif Hukum Keluarga di Indonesia. 
Bab kelima, Sebagai penutup yang mengetengahkan kesimpulan akhir dari 
skripsi dan saran-saran yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. 
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BAB II 
REGULASI PERLINDUNGAN ANAK 
 
A. Konsep Dasar Anak 
 Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai 
macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai 
bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam 
melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat 
perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial42.  
1. Pengertian Anak 
Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang 
belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase 
perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat 
ilmuan mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada 
hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa 
normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia 
tertentu. Sehingga yang disebut anak atau yang belum dewasa terdapat 
sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tetang fase-fase 
perkembangan atau batasan untuk disebut dewasa. 
R.A Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia 
muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena 
mdah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Dan menurut Kartini Kartono 
                                                          
42 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, 
(Bandung: PT Rafika Aditama), hlm 69   
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anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang 
menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah 
terpengaruh lingkungannya. Dan jika Romli Atmasasmita memberikan 
pernyataannya bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah usia 
tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.43 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai isi dari pasal 1 angka (1) 
Undang- 14 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-
undang perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai 18 tahun 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 
tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,44 sedangkan dalam 
Kompilasi Hukum Islam, batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri  atau 
dewasa  adalah 21  tahun,  sepanjang  anak tersebut tidak bercacat fisik 
maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.45  
Terry E. Lawson mengatakan bahwa kekerasan anak mulai dari 
pengabaian sampai pemerkosaan dan pembunuhan yang dapat diklarifikasi 
kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu kekerasan emosional, 
kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikologis. Dalam hal ini 
terdapat penyebab kekerasan. 
                                                          
43 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016, 
hlm. 35-37. 
44  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Perkawinan, Pasal 47, Angka 1. 
45  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98. 
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pertama, terjadi karena kurangnya asuhan ibu. kedua, akibat orang tua 
anaknya yang kurang dewasa, maupun frustasi atau berkarakter buruk. Ketiga, 
kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan dengan perasaan kerena 
kurang tidak puas, dan terganggu dengan kehadiran anaknya. Keempat, 
dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan. 
Kelima, penyebab melihat anak sebagai masalah multidimensial dan 
menempatkan kehidupan yang menekan sebagai kehidupan utamanya.keenam, 
frustasi dan setres. Setres bisa terjadi dari berbagai sebab, misalnya konflik 
rumah tangga, terlalu banyak anak dan lain-lain. Ketujuh, kekerasan pada anak 
terjadi karena kelainan saraf penyakit kejiwaan.46 Bab IX Pasal 89 KUHP 
menentukan bahwa orang pingsan atau membuat orang tidak 
berdayadisamakan dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatuperbuatan 
dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau tidak sah, misalnya 
memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, 
menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan 
menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.47 
pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua, anggota keluarga, 
masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri. Kekerasan sering terjadi terhadap 
anak rawan. 
                                                          
46 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali 
21011, hlm 83 
47 Maidin Gultom, Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, Bandung: Rafika 
Adima, 2012, hlm 1 
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Anak rawan adalah anak mempunyai resiko besar untuk mengalami 
gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis, 
sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi 
eksternalnya, diantaranya ialah anak dari keluarga miskin, anak di daerah 
terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga retak.48 
2. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak 
Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan 
kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual seperti: Pertama, 
Kekerasan fisik, menunjukkan pada cerdas yang ditemukan pada anak, bukan 
karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan 
dengan benda atau beberapa penyerangan yang berulang-ulang. Bentuk-
bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, 
dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, 
ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, 
dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, 
disuruh jalan dengan lutut. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP), menyangkut kekerasan fisik dapat dilihat pada: Pasal 351-355, Pasal 
338-341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 297, Pasal 330-332 dan Pasal 301.  
Kedua, Kekerasan psikis, menunjukkan pada keadaan yang orang 
tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada 
seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat 
menimbulkan kekerasan ini, seperti: tidak mempedulikan, 
                                                          
48 Ibid. hlm. 2. 
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mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan 
menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental seperti: 
diplototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, 
disetrap, dijemur, disekap. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan mental 
(psikologis) dapat dilihat pada pasal 310, pasal 311, pasal 335.  
Ketiga, kekerasan seksual, menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, 
bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori 
penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori 
kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma. Bentuk-bentuk 
kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa 
onani, oral seks, diperkosa.49 
3. Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak  
Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang 
mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya demikian kompleks, 
seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar berikut ini. Menurut Suharto 
bahwa kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor internal yang berasal 
dari anak sendiri maupun faktor eksernal yang berasal dari kondisi keluarga 
dan masyarakat, seperti:   
a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, 
autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan 
anak akan hak-haknya, akan terlalu bergantung pada orang dewasa.  
                                                          
49 Ibid, hlm.3.  
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b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, 
banyak anak.  
c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah, misalnya perceraian, ketiadaan ibu 
untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu 
memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi. 
d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik 
anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, 
anak yang lahir di luar nikah.50  
e. Penyakit parah atau ganguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, 
misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan 
emosional dan depresi.  
f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami 
perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.  
g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya 
tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, 
pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham 
ekonomi upah.  
Semetara itu, Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau resiko 
terjadinya kekerasan terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu : faktor 
orang tua/keluarga, faktor lingkugan sosial/komunitas, dan faktr anak sendiri :  
1. Faktor orang tua/keluarga  
                                                          
50 Abu Huraerah, Child Abuse kekerasan terhadap anak, Bandung, Penerbit Nuansa 2007, 
hlm 50 
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Faktor orang tua memegang peranan penting terjadi kekerasa pada anak. 
Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada 
anak diantaranya:  
1) Praktik-praktik budaya yang merugikan anak.  
2) Dibesarkan dengan penganiayaan. 
3) Gangguan mental.  
4) Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama 
mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun.  
5) Pecandu minuman keras dan obat.  
2. Faktor sosial atau komunitas  
Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pecetus terjadinya 
kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan 
kekerasan pada anak diantaranya:   
1) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan materialistis.  
2) Kondisi sosial ekonomi yang rendah. 
3) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua 
sendiri.  
4) Status wanita yang dipandang rendah.  
5) Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.  
3. Faktor anak itu sendiri  
1) Penderita gangguan perkembangan, menderita kronis disebabkan 
ketergantungan anak kepada lingkungannya.  
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2) Perilaku menyimpang pada anak.51 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.52 
 
B. Regulasi Perlindungan Hak Anak Di Indonesia 
1. Hak-Hak Anak 
Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang 
yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa 
Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, 
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah 
ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas 
sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan 
kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal 
yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih 
muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya 
baru “lahir” tema hak secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM 
PBB (hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa). Pemahaman akan hak-
hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan 
karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan 
                                                          
51 Ibid. hlm. 52.   
52 Ibid., Pasal 1, angka 2 
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martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau 
dinyatakan tidak berlaku oleh negara.53 
Dalam Undang-Undang Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 
Anak memiliki hak-hak yang telah dimulai sejak masih dalam kandungan, 
hak-hak tersebut antaranya: 
a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam 
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.  
b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, 
untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.  
c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam 
kandungan maupun sesudah dilahirkan.  
d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 
dengan wajar.54 
Sejak masih dalam kandungan, anak telah memiliki hak-haknya 
sebagai manusia, perlindungan anak diperlukan untuk menjamin agar haknya 
sebagai manusia dapat terpenuhi. Berdasarkan Pasal 28b Undang-Undang 
Dasar disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
                                                          
53 Sunggono, dkk., Bantuan Hukum dan Hak Asasi ManusiaI, (Bandung: Mandar Maju, 
2009), hlm. 70. 
54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 
Anak, Pasal 2. 
33 
 
 
 
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.55  
Di Pasal 9 Angka (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh 
pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 
tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu khusus 
bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar 
biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak 
mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak menyatakan dan 
didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai 
dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai 
dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11 Undang-undang No 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa setiap anak 
memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan 
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 
Selanjutnya, Pasal 14 menyatakan bahwa, Angka (1) setiap  anak  
berhak  untuk  diasuh  oleh  orang tuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan  
dan/atau aturan  hukum  yang  sah  menunjukkan  bahwa pemisahan  itu  
adalah  demi  kepentingan  terbaik bagi  Anak  dan  merupakan  pertimbangan 
terakhir. (2)  Dalam  hal  terjadi  pemisahan  sebagaimana di maksud pada 
ayat (1), anak tetap berhak: 
                                                          
55  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B Angka 2. 
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a. bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi secara tetap dengan kedua 
orang tuanya.  
b. mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan, pendidikan  dan  perlindungan  
untuk  proses tumbuh  kembang  dari  kedua  orang  tuanya sesuai  
dengan  kemampuan,  bakat,  dan minatnya. 
c. memperoleh  pembiayaan  hidup  dari  kedua orang tuanya.  
d. memperoleh Hak Anak lainnya.   
2. Tanggung Jawab Perlindungan Anak  
Posisi negara atau pemerintah adalah sebagai pengatur yang bertujuan 
agar terwujudnya kenyamanan, keamanan dan kedamaian seluruh rakyat di 
wilayahnya, terlebih untuk melindungi hak anak pemerintah Indonesia 
berupaya dengan memberikan sarana prasarana agar terwujudnya 
perlindungan hak anak dengan baik. Ini seperti dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak, bahwa Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah 
berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana 
dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan 
anak. Pemerintah juga bertanggung jawab menjamin perlindungan, 
pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan 
kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung 
jawab terhadap anak.56 
Dan menurut Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak, 
menjabarkan; 
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a. Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah berkewajiban  dan  
bertanggung  jawab menghormati  pemenuhan  Hak  Anak  tanpa 
membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis kelamin,  etnik,  budaya  
dan  bahasa,  status hukum,  urutan  kelahiran,  dan  kondisi  fisik dan/atau 
mental.  
b. Untuk  menjamin  pemenuhan  Hak  Anak sebagaimana  dimaksud  pada  
ayat  (1),  negara berkewajiban  untuk  memenuhi,  melindungi,  dan 
menghormati Hak Anak. 
c. Untuk  menjamin  pemenuhan  Hak  Anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  dalam 
merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  di bidang penyelenggaraan 
Perlindungan Anak.  
d. Untuk  menjamin  pemenuhan  Hak  Anak  dan melaksanakan  kebijakan  
sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3),  Pemerintah  Daerah  
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan 
mendukung  kebijakan  nasional  dalam penyelenggaraan Perlindungan 
Anak di daerah.  
e. Kebijakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)dapat  diwujudkan  
melalui  upaya  daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.  
f. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kebijakan kabupaten/kota  layak  Anak  
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (5)  diatur  dalam  Peraturan 
Presiden.57 
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Dan pasal 24 menjabarkan bahwa Negara,  Pemerintah,  dan  
Pemerintah  Daerah  menjamin Anak  untuk  mempergunakan  haknya  dalam 
menyampaikan  pendapat  sesuai  dengan  usia  dan tingkat kecerdasan 
Anak.58 Sedangkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan 
Keputusan Presiden No. 36 Tahunn 1990 terdiri dari sepuluh asas, 
menginstruksikan kaidah hukum yang terdapat dalam konvensi tersebut ke 
dalam hukum nasional. Dengan demikian perkataan lain terdapat kewajiban 
pemerintah sebagai Negara peserta (State Party) mengikatkan diri dan 
sekaligus menggunakan konvensi tersebut sebagai sumber hukum nasional 
yang berkenaan dengan pelaksanaan konvensi hak anak, mempunyai 2 (dua) 
konsekuensi hukum, yaitu: 
a. Mengakui hak-hak anak (Legislation of children right). 
b. Kewajiban Negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-
hak anak (enforcement of children right). 
Ada tiga hal yang berkaitan antara konsekuensi parativikasian suatu 
perjanjian internasional tehadap pembentukan atau perkembangan hukum 
nasional, dapat sebagai: 
a. Merumuskan atau menyatakan (declare) atau menguatkan kembali 
(confirm/restate) aturan hukum internasional yang sudah ada. 
b. Mengubah atau menyempurnakan (modify) atau menghapuskan (abolish) 
kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada. 
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c. Membentuk kembali kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama 
sekali, yang belum ada sebelumnya. 
Untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak, Pembentukan 
Hukum (legislasi) atas hak-hak anak, kewajiban Negara dituangkan dalam 
hukum nasional, apakah undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan 
presiden, peraturan menteri ataupun produk hukum positif lainnya. 
Dalam lokakarya tentang implementasi hukum dari Konvensi Hak Anak 
yang dilaksanakan oleh BPHN dan Kantor UNICEF perwakilan Indonesia, 
menyarankan melakukan lankah-langkah harmonisasi hukum nasional 
terhadap Konvensi Hak Anak, dengan membuat atau melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 
b. Mengintroduksi hak-ak anak dalam Konvensi Hak Anak ke dalam 
peraturan perundang-undangan nasional atau hukum positif. 
c. Peninjauan kembali hukum positif yang tidak sesuai dengan Konvensi Hak 
Anak. 
d. Mengidentifikasi kemungkinan perlunya penyusunan peraturan 
perundang-undangan, prosedur /lembaga yang dapat membantu 
melaksanakan Konvensi Hak Anak.59 
Oleh karena itu dalam pembentukan hukum positif, maka Konvensi 
Hak Anak Merupakan sumber kaidah hukum yang berkenaan dengan hak-hak 
anak. Artinya secara hukum, pemerintah (sebagai Negara peserta) yang telah 
                                                          
59 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 
2016, Hlm.17-18. 
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mengikatkan diri dengan Konvensi Hak Anak wajib menerapkan ke dalam 
hukum nasional, dengan cara melakukan harmonisasi hukum, yakni: 
a. Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang telah ada dan 
yang masih/sedang dalam perencanaan/pembentukannya. 
b. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan 
pelaksanaan Konvensi Hak Anak. 
c. Mengusulkan langkah-langkah pintas menyelesaikan ketentuan Konvensi 
Hak Anak dengan undang-undang yang ada. 
d. Meninjau ulang bagian-bagian perundang-undangan yang masih berlaku 
namun masih perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat. 
e. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yan diperlukan untuk 
mengefektifitaskan pelaksanaan/penyelarasan Konvensi Hak Anak dalam 
hukum nasional yang diimplementasikan, namun sebelum meratifikasi 
Konvensi Hak Anak. Misalnya Undang-Undang No. 1 tahun 1951, 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2012. 
Tanggung jawab pemerintah menurut KHA diatur pada Pasal 2 angka 2, 
Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk 
menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau 
hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan 
atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota 
keluarganya.60 
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Sedangkan masyarakat kewajiban dan tanggung jawab masyarakat 
dengan melalui kegiatan peran masyarakat dalam menyelenggarakan 
perlindungan anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi 
dan pemerhati anak.61 
Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, 
pemerintah, dan pemerintah daerah.62 Keluarga adalah unit terkecil dalam 
masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau 
keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan 
derajat ketiga, sedangkan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, tiri atau 
angkat.63 Orang tua terhadap anak berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. 
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan 
minatnya. 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan 
d. Memberikan pendidikan karakter dan penampilan nilai budi pekerti pada 
anak. 
Jika dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, 
atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di maksud di atas, 
                                                          
61 Ibid., Pasal 25. 
62 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Angka 
12. 
63 Ibid., Pasal 1, Angka 3-4. 
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dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.64 
 
C.  Konsep Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia 
Pembahasan terkait hukum keluarga di Indonesia erat kaitannya dengan 
hukum keluarga Islam, yang pembaharuannya dimulai tahun 1960an. 
Pembaharuan yang di maksud salah satunya adalah Unifikasi Hukum atau upaya 
penyatuan hukum yang berlaku disuatu wilayah negara. Dari upaya pembaharuan 
Hukum Keluarga Islam tersebut menghasilkan UU No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan. UU No. 1 tahun 1974, adalah undang-undang yang pertama 
mengatur tentang perkawinan secara nasional di Indonesia. Sebelumnya, masalah 
perkawinan diatur melalui berbagai macam hukum, yaitu:  
1. Hukum adat bagi warga negara Indonesia asli. 
2. Hukum Islam bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam.  
3. Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen bagi warga negara Indonesia yang 
beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon. 
4. KUH Perdata bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina, dan 
5. Peraturan perkawinan campuran bagi perkawinan campuran.  
Tujuan dari UUP No. 1 tahun 1974 adalah unifikasi atau penyeragaman 
hukum yang sebelumnya sangat beragam. Idealnya, sebagai suatu produk hukum, 
UUP No. 1 tahun 1974 perlu dikaji sejauh mana efektifitasya dalam mengatur 
perilaku masyarakat di bidang perkawinan. Namun sampai kini setelah 32 tahun 
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berlalu belum terlihat upaya-upaya serius untuk mengevaluasi sejauh mana 
efektifitas UUP No. 1 tahun 1974 sebagai sumber hukum dan apakah masih 
relevan digunakan sampai Sekarang. 
Perubahan yang terjadi dalam sistem hukum yang telah lama digunakan 
pasti membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat, termasuk hukum 
keluarga Islam di negara muslim, khususnya Indonesia. Sikap para ulama pun 
juga pro dan kontra dan tak jarang terjadi perdebatan sengit karena ingin 
mempertahankan ketentuan hukum yang lama, baik karena persoalan metodologi 
maupun substansinya.  
Isu-isu pokok undang-undang Islam yang mengalami pembaruan hukum, 
beberapa isu di antaranya adalah: pertama, masalah pembatasan umur minimal 
kawin yang menjadi isu sangat penting karena berhubungan dengan kedewasaan 
seseorang; Kedua masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan. Ini penting 
karena perkawinan di bawah tangan masih dilakukan oleh sebagian umat Islam; 
Ketiga, terkait  judul penelitian ini, yakni masalah hak dan tanggungjawab 
pemeliharaan anak-anak setelah terjadi perceraian.65  
Pasal UUP No. 1 tahun 1974 yang di maksud adalah Pasal 41, hak dan 
tanggung jawab akibat putusnya perkawinan karena perceraian dengan poin: 
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 
keputusannya. 
                                                          
65 M. Nur Hasan Latief, Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampanya Terhadap 
Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita, “Jurnal Hukum Novelty”, 
(Wates) Vol. 7 No. 2, 2016, hlm. 200 
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2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak 
dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 
ikut memikul biaya tersebut. 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.  
Mengingat dengan pisahnya kedua orang tua dari anak, yang secara teori 
dikhawatirkan tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak 
tersebut maka untuk pelaksanaan Pasal 41 UUP tahun 1974 ada suatu upaya yang 
dilakukan oleh suatu Lembaga untuk melindungi hak anak tersebut seperti di 
Pengadilan atau Lembaga perlindungan anak seperti DPPKBP3A. 
Menurut peneliti Hukum Keluarga Islam Khairuddin Nasution, Istilah 
perlindungan anak tidak ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia 
dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Yang ada dalam Hukum Keluarga 
Islam adalah tiga kata kunci pemeliharaan anak, yakni: hak pengasuhan, hak 
pemeliharaan, dan hak pendidikan. Sementara istilah Perlindungan Anak 
ditemukan dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang 
Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini 
dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), ”Perlindungan 
Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
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sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  
Dengan demikian istilah Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan 
Anak kira-kira mirip dengan istilah pemeliharaan anak dalam Hukum Keluarga 
Islam Indonesia dengan segala perbedaannya. Sementara maksud Hukum 
Keluarga Islam Indonesia, juga kira-kira sama dengan Peraturan Perundang-
Undangan Perkawinan Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan 
Indonesia merupakan salah satu dari produk pemikiran hukum Islam. Maka 
maksud judul tulisan perlindungan terhadap anak pasca perceraian adalah 
pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan, dan istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) sama dengan istilah hadhânah dalam fikih. Dalam KHI, 
pemeliharaan atau hadhânah didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, 
memelihara dan mendidik anak dalam keluarga yang orang tuanya berpisah 
(cerai).  
Selain itupun Undang-Undang Perlindungan Anak ditetapkan pemerintah untuk 
tujuan yang sama, yakni memberikan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan 
terhadap anak. Usaha selanjutnya adalah pada diskusi komisi 2 bidang Urusan 
Lingkungan Peradilan Agama. Dalam Rakernas bulan Oktober 2010 di Balikpapan 
Kalimantan Timur ini, dinyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama (PA) dalam 
mengambil keputusan terhadap perkara sengketa perkawinan, harus memperhatikan 
ketentuan dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (KDRT) dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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Dengan demikian, berdasarkan hasil rakernas tersebut di samping 
berpedomna kepada UUP No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
hakim PA dalam putusannya harus mempertimbangkan UU No. 23 tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian tidak berlebihan untuk 
menyatakan betapa serius Negara Indonesia berusaha memberikan perlindungan 
dan jaminan hak pemeliharaan anak.66 
Dalam hal ruang lingkup anak, keluargalah yang paling dekat dengan anak 
yang harapannya dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak dengan baik 
sehingga tidak mengakibatkan anak menjadi korban atau pelaku dari kekerasan. 
Hal ini sama dengan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa kedua 
orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-
baiknya. Dan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan 
kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 
Seperti Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1975, akibat 
putusnya perkawinan karena perceraian maka: 
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 
keputusannya. 
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak 
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dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 
ikut memikul biaya tersebut. 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 
Dilanjut dengan bab X Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, yakni 
pasal 45  UUP No. 1 Tahun 1975 menyatakan: 
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya. 
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai 
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus 
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.   
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi suatu perceraian 
antara orang tua dari anak tersebut, untuk melindungi hak anak maka :  
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya.  
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. 
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.67   
Untuk batas kewajiban ayah terhadap anaknya jika terjadi perceraian yakni 
sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun, seperti Pasal 149 huruf d, yakni 
“memberikan biaya hadhânah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 
21 tahun”, Kemudian dipertegas pada pasal 156 huruf d, semua biaya hadhânah 
                                                          
67  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105. 
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dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, 
sekurang-kurangnya sampai anak tersebut  dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 
tahun). 
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dalam suatu 
perkawinan yang sah akan berakibat hukum terhadap pasangan suami istri 
tersebut, yakni kedua orang tua bertanggung jawab memelihara, mendidik, 
memberi nafkah hingga anak tersebut dewasa, kewajiban tersebut tetap berlaku 
meskipun putusnya perkawinan tersebut. 
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BAB III 
PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK KABUPATEN SUKOHARJO DALAM MELINDUNGI HAK ANAK 
PASCA PERCERAIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Nama resmi badan Lembaga ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPKBP3A), yang beralamat: Jl. Abu Thalib Sastrotenoyo No. 378 Sukoharjo. 
1. Sejarah Berdiri 
Nama Lembaga ini pertama kali adalah PKBI (Paguyuban Keluarga 
Berencana Indonesia), setelah itu Yang mulai memprakarsai lembaga ini 
adalah Margareth Sanger yang bertujuan membatasi kelahiran anak, sehingga 
kesehatan ibu dan anak terpelihara dengan baik. Ini terbukti dari hasil 
organisasinya pada konferensi internasional tahun 1925 di New York. Pada 
tahun 1953 beberapa tokoh masyarakat mengeluarkan gagasan tentang 
Keluarga Berencana di Indonesia, dan pada tahun 1957 dibentuk suatu 
perkumpulan Keluarga Berencana dengan nama Perkumpulan Keluarga 
Berencana Indonesia (PKBI). Dahulu untuk membatasi angka kelahiran 
dilakukan secara tradisional. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, keluarga berencana mengalami banyak perkembangan. Pada 
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mulanya organisasi keluarga berencana bernama perkumpulan keluarga 
berencana Indonesia (PKBI). Akhirnya mengalami perubahan yaitu:  
a. Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN)  
Berdasarkan kongres PKBI tahun 1968, mengenai himbauan kepada 
program pemerintahan, maka pada tangga l7 september 1968 dikeluarkan 
Impres No. 26/1968 kepada menteri kesehatan rakyat yang berisi:  
1) Untuk membimbing, mengkoordinasikan, serta mengawasi segala 
aspirasi yang ada di dalam masyarakat dibidang Keluarga Berencana.  
2) Mengusahakan terbentuknya suaatu badan yang dapat menghimpun 
segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana.  
b. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  
Berdasarkan kepres No. 8/1970, dasar pertimbangan pembentukan 
BKKBN adalah :  
1) Program keluarga berencana Nasional ditingkatkan dnegan jalan 
memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas serta sumber 
yang tersedia.  
2) Program Keluarga Berencana digiatkan dengan mengikut sertakan 
masyarakat maupun pemerintah seta maksimal.  
3) Program Keluarga Berencana diselenggarakan secara teratur, terencana 
kearah tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. 
Dengan keputusan Presiden No. 33/tahun 1972, Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditetapkam sebagai lembaga non 
departemen yang berkedudukan di bawah presiden, yang mempunyai fungsi:  
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a. Membantu presiden menetapkan kebijakan pemeriintah dalam bidang 
keluarga Berencana Nasional.  
b. Mengkoordinasi PPLKB Nasional.  
Pada tahun 1978 dikeluarkan Kepres No. 38/1978 yaitu pelaksanaan 
Badan Koordinasi Keluarkan Berencana Nasional diperluas dan berhubungan 
dengan program kependudukan. Kemudian tahun 1983 dikeluarkan Kepres 
No. 69/1983 tentang organisasi tata kerja Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional yang telah luas untuk mencapai tujuan yang dicita-
citakan.  
Masuk otonomi daerah tahun 2006 dengan nama DKKBC (Dinas 
Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil), tahun 2009 dengan 
nama KPPKB (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 
tahun 2017 dengan nama DPPKBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 
sampai sekarang (2019). 
2. Dasar Hukum  
Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2008 tanggal 23 Juli 
2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengacu 
PP Nomor 41 tahun 2007, Sususnan Organisasi Tata Kerja (SOTK) terbaru 
yang sesuai dengan Peraturan Pemperinah Nomor 18 Tahun 2016 Kantor 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berubah menjadi Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
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dan Perlindungan Anak terbentuk mulai efektif sejak tanggal 3 Januari 2017 
sampai sekarang (2019). 
 
B. Visi dan Misi 
1. Visi 
Selaras dengan Visi Kabupaten Sukoharjo “Terwujudnya masyarakat 
Sukoharjo yang sejahtera, maju dan bermarabat didukung pemerintahan yang 
professional”, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 
pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo 
menerapkan visinya yaitu “Terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera dan 
berkualitas”. 
2. Misi 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo menetapkan misi 
yang mangacu pada misi kabupaten Sukoharjo yaitu: 
a. Memberdayakan Masyarakat Membangun Keluarga Kecil Berkualitas 
Melalui misi ini, DPPKBP3A Sukoharjo senantiasa memberi motivasi 
kepada semua masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam program 
keluarga baik dalam pengaturan kelahiran maupun pengaturan jumlah 
anak dalam keluarga agar segera terwujud bukan hanya keluarga kecil 
tetapi keluarga kecil berkualitas. 
b. Menggalang Kemitraan Dalam Rangka Peningkaan Kesejahteraan, 
Kemandiriandan Ketahanan Keluarga. Melalui misi ini DPPKBP3A 
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Sukoharjo senantiasa berkoordinasi dan menjalin kerja sama baik dengan 
instansi terkait maupun masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
untuk melaksanakan pelatian-pelatihan serta memberikan bantuan bagi 
kelompok-kelompok UPPKS (Unit Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan 
Keluarga) sehingga kesejahteraan dalam keluarga juga segera bisa 
terwujud. 
c. Meningkatkan Upaya Promosi Perlindungan dan Pemenuhan hak 
Reproduksi. Melalui misi ini DPPKBP3A Sukoharjo senantiasa 
mengadakan pendampingan kepada akseptor Keluarga Berencana serta 
melayanikonsultasi sebagai usaha untuk memberikan perlindungan 
terhadap efek samping kontrasepsi. 
d. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Perempuan Serta Mewujudkan 
Kesetaraan dan Keadilan Gender Maupun Perlindungan Perempuan dan 
Anak. Melalui misi ini DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo senantiasa 
memberikan motivasi kepada kaum wanita untuk ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan pembangunan dengan cara membekalinya dengan pengetahuan -
pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan penyuluhan kepada 
kaum wanita, perangkat desa/kelurahan dan organisasi wanita se-
Kabupaten Sukoharjo, serta melaksanakan sosialisasi maupun 
pendampingan kasus kekerasa dalam rumah tangga guna memberikan 
perlindungan terhadap perempuan dan anak. 
e. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Sejak Pembuahan 
Dalam Kanudngan Sampai Dengan Lanjut Usia. Melalui misi ini 
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DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo senantiasa berusaha mewujudkan 
generasi yang berkualitas dengan cara mempersiapkan sumber daya 
manusia sejak dini melalui pelatihan dan penyuluhan yang 
berkesinambungan baik kepada remaja maupun usia dewasa tentang 
kesehatan reproduksi maupun Bina-Bina Keluarga yang meliputi Bina 
Keluagra Balia, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina 
lingkungan Keluarga. 
  
C. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 
serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Organisasi menggambarkan dengan 
jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan 
bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.68  
DPPKBP3A merupakan organisasi yang cukup luas dalam tugasnya, 
seperti nama dari organisasi ini, yakni bertugas dalam mengendalikan penduduk 
berikut program keluarga berencana (KB)nya, selain itu juga bertugas dalam 
memberdayakan perempuan dan melindungi anak. Dalam hal ini penulis 
membatasi hanya di Bidang Kesejahteraan Perlindungan Anak, Bidang ini 
dipimpin oleh Sunarto, SH, MH, dan anggotanya Dra. Dariani, SH, M.Si (Kasi 
Perlindungan Anak), Dra. Harini (Kasi Peningkatan Kualitas Anak) dan Anik 
Indriyani, SE, Muh. Arizal, A.Md sebagai Staff. 
                                                          
68 Ganda Subrata dan Muh. Tamrin, “Pengaruh Perubahan Struktur Organisasi Terhadap 
Tingginya Turn Over Intention”, Jurnal, Akademika, vol. 16, No. 1 Februari 2018, hlm. 41 
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Berikut adalah bagan struktur organisasi yang dimiliki DPPKBP3A 
Kabupaten Sukoharjo tahun 2019: 
KEPALA DINAS
BIDANG PENGENDALIAN 
PENDUDUK, PENYULUHAN 
DAN PENGGERAKAN
SEKSI PENYULUHAN DAN 
PENGGERAKAN
SEKSI PENGENDALIAN 
PENDUDUK, DATA DAN 
INFORMASI KELUARGA
BIDANG KELUARGA 
BERENCANA, KETAHANAN 
DAN KESEJAHTERAAN 
KELUARGA
SEKSI PELAYANAN DAN 
PEMBINAAN KESETARAAN 
KELUARGA BERENCANA
SEKSI KETAHANAN DAN 
KESEJAHTERAAN KELUARGA
BIDANG PEMBERDAYAAN 
PEEMPUAN
SEKSI PENGARUSUTAMAAN 
GENDER
SEKSI PENINGKATAN 
KUALITAS HIDUP DAN 
PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN
BIDANG KESEJAHTERAAN 
PERLINDUNGAN ANAK
SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
SEKSI PENINGKATAN 
KUALITAS HIDUP ANAK
KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN 
KEUANGAN
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D. Tugas dan Fungsi DPPKBP3A Sukoharjo 
1. Tugas Pokok  
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Keluarga 
Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak.  
2. Fungsi  
a. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang 
Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.  
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang 
Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.  
c. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga 
Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.  
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana, Keluarga 
Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.  
e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan. 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberika oleh Bupati sesuai dega tugas pokok 
dan fungsinya. 
Dalam suatu organisasi untuk mengoptimalkan pekerjaan bisa dengan 
membagi tugas dan menjaga komunikasi dengan baik, untuk penjababarnya akan 
dibatasi untuk jabatan yang kiranya kuat kaitannya dengan penelitian ini, yakni 
sebagai berikut: 
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1. Kepala Dinas DPPKBP3A 
Uraian tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: 
a. Menetapkan program kerja di lingkungan DPPKBP3A berdasarkan 
rencana strategis perencanaan  pembangunan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas. 
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan DPPKBP3A sesuai 
dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target 
kerja tercapai sesuai rencana. 
c. Membina bawahan di lingkungan DPPKBP3A dengan cara mengadakan 
rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang 
diharapkan. 
d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DPPKBP3A 
sesuai dengan tugasnya, tangung jawab, permasalahan dan hambatan serta 
ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas. 
e. Merumuskan kebijakan Bupati urusan pemerintahan bidang DPPKBP3A 
berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
f. Mengendalikan peleksanaan kegiatan operasional bdang pengendalian 
penduduk, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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g. Mengevaliasi pelaksanaan kegiatan operasional bidang pengendalian 
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 
h. Memberikan perizinan dan rekomendasi/pengesahan bidang pengendalian 
penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 
i. Melaksanakan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak. 
j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan. 
k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupu 
tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan 
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 
a. Merumuskan program kegiatan Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan 
Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksaaan kegiatan. 
b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
eraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan 
maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di 
lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan hasil kerja yang optimal. 
e. Menyusun kebijakan pemenuhan hak anak, pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak. 
f. Merumuskan bahan forum koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak, penumpulan, pengolahan analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidangan pemenuhanhak anak. 
g. Merumuskan bahan fasilitasi, singkronisasi dan distribusi kebijakan 
pemenuhan hak anak, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak. 
h. Merumuskan bahan bimbingan teknis perlindungan anak. 
i. Melaksanakan pemantauan, analiss, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak. 
j. Merumuskan bahan laporan pelaksaaan tugas kepala atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan. 
k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi guna 
kelancaran pelaksanaan tugas\melaksanakan tugas lain sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
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3. Kepala Seksi Perlindungan Anak 
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Anak dengan keentuan 
yang berlaku. 
b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai 
dengan ketentuan.  
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara 
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di 
lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan hasil kerja yang optimal. 
e. Menyusun bahan perumusan kebijakan pemenuhan hak ana, pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuha 
hak anak. 
f. Meyusun bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anak, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pemenuhan hak anak. 
g. Menyusun bahan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data informasi di bidang pemenuhan hak anak. 
h. Menyusun bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 
hak anak, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi dibidang pemenuhan hak anak. 
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i. Menyusun bahan bimbingan teknis perlindungan anak. 
j. Melaksanakn pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak. 
k. Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan. 
l. Melasanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja bawahan. 
m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas. 
n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
4. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas hidup Anak 
dengan ketentuan yang berlaku. 
b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan  perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan kentenntuan yang berlaku. 
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di 
lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan hasil kerja yang optimal. 
e. Menyusun bahan perumusan, kajian dan pemberian bimingan teknis dan 
supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pemenuhan teknis dan 
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supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak terkait 
hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasihan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreatifitas dan kegiatan 
budaya. 
f. Meyusun bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anak, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pemenuhan hak anak. 
g. Melaksanakan koordinasi, singkronisas, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 
pertisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 
kesejahteraan serta Pendidikan, kretifitas dan kegiatan budaya. 
h. Melaksanakan kegiatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi 
dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan 
kesejahteraan serta Pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya. 
i. Memfasilitasi dan pengintegrasian kebijakan teknis peningkatan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kegiatan budaya. 
j. Menyusun bahan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 
pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi 
dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dam lingkungan, kesehatan dan 
kesejahteraan serta Pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya. 
k. Menyusun bahan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia 
layanan peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan 
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partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 
kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya. 
l. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan melaporkan penerapan 
di bidang pemenuhan hak anak. 
m. Mengembagkan materi komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan 
kualitas hidup anak. 
n. Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan. 
o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja bawahan. 
p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 
maupun tertulis. 
q. Melaksanakan tugas lain dengan tugas dan fungsinya. 
 
E. Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 
Dari 12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, laporan pelanggaran hak 
anak pada tahun 2019 terhitung sampai bulan Juni terdapat 15 laporan terkait 
kekerasan terhadap anak, sedangkan 2018 terdapat 39 laporan, dengan uraian 
sebagai berikut: 
Tabel laporan kekerasan anak  tahun 2018 di DPPKBP3A Sukoharjo 
No Jenis Laporan Angka Laporan 
1 Kasus Fisik 14 
2 Kasus Seksual 11 
3 Kasus Traficking 0 
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4 Kasus Penelantaran 2 
5 Kasus Lainnya 12 
Jumlah 39 
 
Dari 39 laporan tersebut, untuk yang spesifik mengenai laporan 
pelanggaran hak anak pasca perceraian terdapat satu kasus,69 namun menurut 
pengamatan KABID PA (Kepala Bidang Kesejahteraan Perlindungan Anak) 
Sukoharjo, Sunarto, menyatakan angka tersebut hanya angka yang terlapor ke 
Dinas ini saja, masih belum yang tercatat di lembaga lain, untuk kasus yang 
berkaitan dengan privasi akan menjadi kendala tersendiri untuk pelaporan kasus, 
masyarakat lebih memilih untuk mengurus permasalahan tersebut sendiri/lingkup 
internal keluarga, selain itu faktor kurangnya pemahaman hak-hak terhadap anak 
juga mempengaruhi masyarakat tidak melaporkan kasus yang semisal seperti ini70 
Dalam praktik penanganannya DPPKBP3A Sukoharjo memiliki beberapa alur 
teknis yakni sebagai berikut; 
1. Upaya Preventif (Pencegahan) 
a.  Sosialisasi 
DPPKBP3A melakukan sosialisasi melibatkan beberapa elemen 
yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, Remaja dan Orang tua. Dan juga 
kepada masyarakat sampai unsur terbawah yaitu mulai dari kecamatan 
sampai tingkat desa. Sosialisasi yang dilakukan terkait untuk mencegah 
pelanggaran hak anak diwilayah masing-masing. 
                                                          
69 Dokumentasi, DPPKBP3A Sukoharjo  14 Mei 2019 
70 Sunarto (KABID DPPKBP3A Sukoharjo) , Wawancara, DPPKBP3A Sukoharjo, pada 
tanggal 21 Agustus 2019 
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b. Media Komunikasi Informasi  
DPPKBP3A berkerjasama dengan media cetak yaitu membuat baliho, 
poster, stiker tentang pencegahan kekerasan anak, juga membuat slogan, 
dan juga penyiaran di media elektronik. 
2. Upaya Kuratif (Penanganan)  
a. Layanan Pengaduan  
DPPKBP3A memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan 
pelaporan kasus pelanggaran hak terhadap anak. Pihak yang merasa atau 
melihat penggaran hak anak bisa datang langsung ke kantor DPPKBP3A. 
Kebanyakan kasus pengaduan dan pelaporan dari kecamatan, akan tetapi 
juga ada yang dari keluarga korban ataupun masyarakat yang datang ke 
kantor kami. Layanan pengaduan bisa berbagai cara yaitu dengan telepon, 
aplikasi whatsaap maupun datang langsung ke kantor.  
b. Layanan Penanganan dan Pendampingan  
Layanan ini biasanya DPPKBP3A memberikan pengarahan, nasihat terkait 
kasus apa yang dilaporkan, dalam praktiknya bisa dengan mengundang 
dan memfasilitasi berbagai pihak terkait laporan tersebut. 
c. Pelayanan kesehatan  
Bisa dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, pelayanan 
kesehatan bisa berupa pendampingan selama melaksanakan visum dan 
pengobatan. Namun biasaya DPPKBP3A hanya sampai pendampingan 
selama visum, sedangkan pengobatan dilakukan sendiri oleh korban. 
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d. Layanan Rehabilitasi sosial  
Rehabilitasi bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau 
Lembaga/Tokoh terkait. Dalam upayanya bisa berupa pemberdayaan 
ekonomi, memberikan bantuan modal usaha, pemberdayaan melalui 
pendidikan, melalui agama dengan diberikan pemantapan agama oleh 
rohaniawan serta melalui pemberian/pengarahan keterampilan yang 
produktif untuk menunjang kehidupan anak selanjutnya. Ada monitoring 
untuk mengetahui sejauhmana rehabilitasi yang diberikan.  
e. Layanan Bantuan dan Penegak Hukum  
Mendampingi korban mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, 
persidangan sampai kasus tersebut benar-benar selesai bentuk 
perlindungan bagi korban yaitu jika selama persidangan korban 
didatangkan sebagai saksi, maka persidangan tertutup untuk umum. Hal 
ini juga senada dengan pernyataan keluarga/ wawancara keluarga korban 
bahwa pada saat di pengadilan dilakukan pada korban didatangkan maka 
persidangan ditutup untuk umum.  
f. Layanan Pemulangan Dan Reintregasi Sosial  
Dalam kasus Pidana, DPPKBP3A dapat mendampingi korban 
mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, persidangan sampai kasus 
tersebut benar-benar selesai, bentuk perlindungan bagi korban yaitu jika 
selama persidangan korban didatangkan sebagai saksi. 
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F. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Dalam 
Memberikan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian 
Sukoharjo yang terdiri dari 12 Kecamatan, pada tahun 2018 DPPKBP3A 
menerima laporan terkait pelanggaran hak anak sebanyak 39 laporan, diantaranya 
yang berkaitan dengan penelantaran atau hak asuh yang bisa berdampak 
penelantaran yang dirasakan oleh anak yakni terdapat dua laporan. Permasalahan 
pelanggaran hak anak yang berkaitan dengan keluarga menjadi kendala tersendiri 
yang terjadi di masyarakat untuk melaporkan hal tersebut, masyarakat cenderung 
memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut sendiri atau oleh lingkup 
keluarga. Dari dua laporan terkait penelantaran atau terkait hak asuh tersebut, 
yang berkaitan dengan judul penulis yakni pelanggaran hak anak pasca perceraian 
orang tua korban terdapat satu kasus, dan satu kasus yang lain yakni pelanggaran 
hak anak yang masih dalam lingkup perkawinan orang tua korban. 
Satu kasus terkait pelanggaran hak anak yang diterima DPPKBP3A 
Sukoharjo merupakan kasus pada tahun 2017 yang belum terselesaikan, tepatnya 
pada laporan yang di terima pada tanggal 25 Januari 2017 dengan pelapor J (40 
tahun) sebagai ayah dari anak yang diperkarakan dan juga mantan suami dari 
terlapor M (44 tahun) sebagai ibu dan mantan istri dari pelapor. 
 J (pelapor/ayah)  telah menikah dengan M (terlapor/ibu) pada tahun 2007 
yang telah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, dari 
pernikahan tersebut J (pelapor/ayah) dengan M (terlapor/ibu) telah dikaruniai 1 
orang anak yang berinisial Y (9 tahun), namun pada tahun 2014 J (pelapor/ayah) 
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resmi bercerai dengan M (terlapor/ibu) di Pengadilan Negeri Sukoharjo, dalam 
putusan tersebut hak asuh Y (anak) diberikan kepada M (terlapor/ibu).  
Pada tahun 2015 J (pelapor/ayah) meminta izin untuk menemui Y (anak) 
yang berada di tempat tinggal M (terlapor/ibu), namun upaya J (terlapor/ayah) 
ditolak dan di saat yang sama M (terlapor/ibu) menelepon polisi, kemudian 
setelah polisi mendatangi ke tempat tinggal M (terlapor/ibu), kemudian J 
(pelapor/ayah) menjelaskan bahwa dia (J) hanya ingin menemui putrinya Y 
namun dihalang-halangi M (terlapor/ibu) sehingga dari kepolisian berupaya 
mengadakan mediasi namun tidak menghasilkan titik terang untuk kedua pihak. 
Di hari selanjutnya J (pelapor/ayah) melakukan upaya lain yakni mengundang M 
(terlapor/ibu) untuk dimediasi oleh pendeta, yang dilakukan di salah satu tempat 
ibadah wilayah Sukoharjo namun yang mendatangi undangan J (pelapor/ayah) 
tersebut adalah ayah dan sahabat M (terlapor/ibu), dipertemuan tersebut pun tidak 
menghasilkan titik terang bagi kedua pihak, akhirnya J (pelapor/ayah) melapor ke 
DPPKBP3A Sukoharjo dengan isi laporan bahwa J (pelapor/ayah) ingin menemui 
Y (anak) namun upayanya terhalang oleh M (terlapor/ibu). Untuk merespon 
laporan tersebut DPPKBP3A melakukan upaya mediasi yakni dengan 
memfasilitasi J (pelapor/suami) dengan M (terlapor/istri) agar J sebagai ayah bisa 
menemui anak kandungnya, upaya mediasi yang dilakukan DPPKBP3A telah 
dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 9 Maret 2017 dan 13 Juli 2017.  
Dari pertemuan pertama yang dilaksanakan di ruang rapat DPPKBP3A 
Sukoharjo, dihardiri berbagai pihak yakni diantaranya oleh kedua pihak yang 
berperkara, tim DPPKBP3A Sukoharjo dalam hal ini bidang perlindungan anak, 
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dihadiri juga Organisai Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Sosial dan 
Kapolsek domisili ibu/terlapor, dari pertemuan pertama ini Y (anak) tidak 
dihadirkan oleh M (terlapor/ibu). Ada beberapa poin yang menjadi hasil dari 
pertemuan ini yakni: 
1. J (pelapor/ayah) ingin berdamai dengan M (terlapor/ibu) dan bertemu serta 
menafkahi Y (anak). 
2. J (pelapor/ayah) ingin memberikan harta atas nama anaknya, namun 
karena kesulitan bertemu dengan anaknya maka hal tersebut ditunda. 
3. M (terlapor/ibu) mengatakan bahwa J (pelapor/ayah) meninggalkan rumah 
dan tidak membiayai kebutuhan Y anaknya. 
4. M (terlapor/ibu) ingin anaknya selalu sehat terutama kesehatan mental dan 
berharap tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan orang tuanya. 
5. M (terlapor/ibu) tidak percaya pada niat J (pelapor/ayah) untuk 
memperbaiki hubungan mereka. 
Hasil dari pertemuan pertama ini merupakan rangkuman ungkapan dari 
kedua belah pihak, OPD terkait seperti Dinas Sosial juga menyampaikan saran-
sarannya seperti pengutamaan memperhatikan kepentingan anak meskipun kedua 
belah pihak telah bercerai dengan demikian tumbuh kembang anak lebih terjaga. 
Namun melihat hasil dari pertemuan pertama ini, dirasa masih belum menemukan 
titik terang bagi kedua belah pihak, maka DPPKBP3A merencanakan pertemuan 
mediasi yang kedua, yakni dengan langkah-langkah: 
1. Akan dipertemukan J (pelapor/ayah) dengan Y (anak) didahului dengan 
via telepon. 
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2. Setelah diadakan pertemuan yang bertama akan didatangkan psikolog 
untuk mengecek dan memantau jiwa anak tersebut. 
Sedangkan pertemuan yang kedua pada tanggal 13 Juli 2017 tidak dihadiri 
oleh M (terlapor/ibu) beserta anak mereka, dan berkesimpulan laporan ini anak 
diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana Provinsi Jawa Tengah. Dan pada tanggal 9 
Januari 2018 J (pelapor/ayah) didampingi DPPKBP3A Sukoharjo melaporkan ke 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana Provinsi Jawa Tengah.71 
Selain itu, DPPKBP3A tetap berupaya preventif, yakni dalam hal ini 
memberikan Sosialisasi dan penyebaran informasi di Media Eletronik terkait 
pentingnya hak-hak anak terkhusus hak-hak anak pasca perceraian yang perlu 
diperhatikan agar tumbuh kembang anak terjaga, upaya ini dilakukan di Lembaga 
yang sekiranya dekat dengan masyarakat seperti di kecamatan, kelurahan atau 
dengan tokoh masyarakat agar bersama-sama memberikan perindungan terhadap 
anak-anak didaerahnya masing-masing dan himbauan agar melaporkan jika 
terdapat pelanggaran hak anak. 
 
 
 
 
 
                                                          
71 Sunarto (KABID DPPKBP3A Sukoharjo), Dokumentasi dan Wawancara, DPPKBP3A 
Sukoharjo pada tanggal 21 Agustus 2019 
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BAB IV 
ANALISIS PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK SUKOHARJO DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK 
ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI 
INDONESIA 
 
A. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Sukoharjo Dalam 
Memberikan Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian 
Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam 
agama Islam, membentuk keluarga yang hubungannya erat dengan keturunan 
yang merupakan tujuan dari perkawinan. Keturunan yang dihasilkan dari 
perkawinan yang sah, berakibat hukum atas hak-hak yang harus diterima oleh 
keturunan mereka. 
Secara umum di Sukoharjo terjadi banyak penelantaran dan kurangnya 
pemahaman hak-hak anak oleh orang tua. persoalan antisipasi penelantaran anak 
itu menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kendati anak itu 
menjadi tugas orang tua, tetapi hak anak ternyata belum terjamin dengan baik.72 
Terkait objek penelitian yakni perlindungan hak anak pasca perceraian menjadi 
penting karena peran orang tua sebagai tempat berlindung anak terdekat 
berkurang jika terjadi konflik setelah adanya perceraian, hal ini dapat 
                                                          
72 Tri Rahayu/JIBI/Solopos, “Orang Tua Tak Mampu Mengasuh, Hak Asuh Bisa 
Dicabut”, www.Semarangpos.com, Sabtu, 27 Juni 2015. Akses pada 15 Mei 2018 
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mempengaruhi pemenuhan hak anak dan dikhawatirkan anak mengalami apa yang 
disebut broken home. Menurut data dari DPPKBP3A Sukoharjo, angka kekerasan 
anak pada tahun 2018 mencapai 39 kasus dengan 2 kasus diantaranya merupakan 
masalah pengasuhan anak, dan yang spesifik dalam laporan/kasus terkait 
penelitian ini yakni laporan/kasus yang rawan terdapat pelanggaran hak anak 
pasca cerai jumlahnya terdapat satu kasus.73 
Bentuk perlindungan anak di Kabupaten Sukoharjo sebagai Kota Layak 
Anak (KLA) yang merupakan salah satu bentuk kewajiban pemerintah terhadap 
pemenuhan hak-hak anak lewat DPPKBP3A Sukoharjo. DPPKBP3A ini memiliki 
peran penting dalam memberikan perlindungan anak yang menjadi leading sector 
dari lembaga perlindungan anak yang lain di Kabupaten Sukoharjo.74 
Adapun pengertian peran menurut Soekanto merupakan aspek yang 
dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan 
kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. 
Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang 
lain dan sebaliknya. Peran merupakan suatu bagian dari status yang terdiri dari 
sekumpulan norma-norma sosial yang berinteraksi dengan kedudukan dan 
sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran. Peran menunjukkan pada fungsi, 
penyesuaian diri dan proses. Jadi dapat dikatakan bahwa peran adalah seperangkat 
harapan dari individu/kelompok agar melakukan sesuatu yang hasilnya dapat 
berguna bagi kepentingan bersama, sehingga peran yang dilakukan DPPKBP3A 
                                                          
73 Sunarto, KABID PA Di DPPKBP3A Sukoharjo, wawancara dan dokumentasi, 21 Juni 
2018. 
74 Wijeng Rahayu/AIPTU, Kepala Unit PPA POLRES Sukoharjo, Wawancara,  17 Mei 
2018. 
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Kabupaten Sukoharjo merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang 
memiliki status sosial yaitu orang yang bertugas di DPPKBP3A Kabupaten 
Sukoharjo yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo terutama untuk 
anak memberikan perlindungan hak anak.  
Peranan atau upaya DPPKBP3A  Sukoharjo secara pelaksana lapangan 
terbagi menjadi empat bagian, yakni: Bagian Pegendalian Penduduk, Bagian 
Keluarga Berencana, Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Bagian Perlindungan 
Anak, adapun dalam kaitannya dengan penelitian ini hanya dibatasi pada Bagian 
Perlindungan Anak. Secara peranan DPPKBP3A Sukoharjo dalam melindungi 
hak anak secara umum dapat dibagi menjadi dua macam upaya, yakni Upaya 
Preventif dan Upaya Represif. Adapun kaitanya dengan rumusan masalah pertama 
dari penelitian ini yakni Peran DPPKBP3A Sukoharjo dalam memberikan 
perlindungan hak-hak anak pasca perceraian, dapat menggunakan pendekatan dari 
laporan yang diajukan oleh masyarakat, seperti laporan yang diterima pada tahun 
2017 tepatnya pada laporan yang di terima pada tanggal 25 Januari 2017 dengan 
pelapor J (40 tahun) sebagai ayah dari anak yang diperkarakan dan juga mantan 
suami dari terlapor M (44 tahun) sebagai ibu dan mantan istri dari pelapor. 
 J (pelapor/ayah)  telah menikah dengan M (terlapor/ibu) pada tahun 2007 
yang telah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, dari 
pernikahan tersebut J (pelapor/ayah) dengan M (terlapor/ibu) telah dikaruniai 1 
orang anak yang berinisial Y (9 tahun), namun pada tahun 2014 J (pelapor/ayah) 
resmi bercerai dengan M (terlapor/ibu) di Pengadilan Negeri Sukoharjo, dalam 
putusan tersebut hak asuh Y (anak) diberikan kepada M (terlapor/ibu).  
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Pada tahun 2015 J (pelapor/ayah) meminta izin untuk menemui Y (anak) 
yang berada di tempat tinggal M (terlapor/ibu), namun upaya J (terlapor/ayah) 
ditolak dan di saat yang sama M (terlapor/ibu) menelepon polisi, kemudian 
setelah polisi mendatangi ke tempat tinggal M (terlapor/ibu), kemudian J 
(pelapor/ayah) menjelaskan bahwa dia (J) hanya ingin menemui putrinya Y 
namun dihalang-halangi M (terlapor/ibu) sehingga dari kepolisian berupaya 
mengadakan mediasi namun tidak menghasilkan titik terang untuk kedua pihak. 
Di hari selanjutnya J (pelapor/ayah) melakukan upaya lain yakni mengundang M 
(terlapor/ibu) untuk dimediasi oleh pendeta, yang dilakukan di salah satu tempat 
ibadah wilayah Sukoharjo namun yang mendatangi undangan J (pelapor/ayah) 
tersebut adalah ayah dan sahabat M (terlapor/ibu), dipertemuan tersebut pun tidak 
menghasilkan titik terang bagi kedua pihak, akhirnya J (pelapor/ayah) melapor ke 
DPPKBP3A Sukoharjo dengan isi laporan bahwa J (pelapor/ayah) ingin menemui 
Y (anak) namun upayanya terhalang oleh M (terlapor/ibu). Untuk merespon 
laporan tersebut DPPKBP3A melakukan upaya mediasi yakni dengan 
memfasilitasi J (pelapor/suami) dengan M (terlapor/istri) agar J sebagai ayah bisa 
menemui anak kandungnya, upaya mediasi yang dilakukan DPPKBP3A telah 
dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 9 Maret 2017 dan 13 Juli 2017.  
Dari pertemuan pertama yang dilaksanakan di ruang rapat DPPKBP3A 
Sukoharjo, dihardiri berbagai pihak yakni diantaranya oleh kedua pihak yang 
berperkara, tim DPPKBP3A Sukoharjo dalam hal ini bidang perlindungan anak, 
dihadiri juga Organisai Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Sosial dan 
Kapolsek domisili ibu/terlapor, dari pertemuan pertama ini Y (anak) tidak 
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dihadirkan oleh M (terlapor/ibu). Ada beberapa poin yang menjadi hasil dari 
pertemuan ini yakni: 
1. J (pelapor/ayah) ingin berdamai dengan M (terlapor/ibu) dan bertemu serta 
menafkahi Y (anak). 
2. J (pelapor/ayah) ingin memberikan harta atas nama anaknya, namun 
karena kesulitan bertemu dengan anaknya maka hal tersebut ditunda. 
3. M (terlapor/ibu) mengatakan bahwa J (pelapor/ayah) meninggalkan rumah 
dan tidak membiayai kebutuhan Y anaknya. 
4. M (terlapor/ibu) ingin anaknya selalu sehat terutama kesehatan mental dan 
berharap tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan orang tuanya. 
5. M (terlapor/ibu) tidak percaya pada niat J (pelapor/ayah) untuk 
memperbaiki hubungan mereka. 
Hasil dari pertemuan pertama ini merupakan rangkuman ungkapan dari 
kedua belah pihak, OPD terkait seperti Dinas Sosial juga menyampaikan saran-
sarannya seperti pengutamaan memperhatikan kepentingan anak meskipun kedua 
belah pihak telah bercerai dengan demikian tumbuh kembang anak lebih terjaga. 
Namun melihat hasil dari pertemuan pertama ini, dirasa masih belum menemukan 
titik terang bagi kedua belah pihak, maka DPPKBP3A merencanakan pertemuan 
mediasi yang kedua, yakni dengan langkah-langkah: 
1. Akan dipertemukan J (pelapor/ayah) dengan Y (anak) didahului dengan 
via telepon. 
2. Setelah diadakan pertemuan yang bertama akan didatangkan psikolog 
untuk mengecek dan memantau jiwa anak tersebut. 
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Sedangkan pertemuan yang kedua pada tanggal 13 Juli 2017 tidak dihadiri 
oleh M (terlapor/ibu) beserta anak mereka, dan berkesimpulan laporan ini anak 
diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana Provinsi Jawa Tengah. Dan pada tanggal 9 
Januari 2018 J (pelapor/ayah) didampingi DPPKBP3A Sukoharjo melaporkan ke 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana Provinsi Jawa Tengah.75 
Selain itu, DPPKBP3A tetap berupaya preventif, yakni dalam hal ini 
memberikan Sosialisasi dan penyebaran informasi di Media Eletronik terkait 
pentingnya hak-hak anak terkhusus hak-hak anak pasca perceraian yang perlu 
diperhatikan agar tumbuh kembang anak terjaga, upaya ini dilakukan di Lembaga 
yang sekiranya dekat dengan masyarakat seperti di kecamatan, kelurahan atau 
dengan tokoh masyarakat agar bersama-sama memberikan perindungan terhadap 
anak-anak didaerahnya masing-masing dan himbauan agar melaporkan jika 
terdapat pelanggaran hak anak. 
 
B. Analisis Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) 
Sukoharjo Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca 
Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia 
Menurut peneliti Hukum Keluarga Islam Khairuddin Nasution, Istilah 
perlindungan anak tidak ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia 
                                                          
75 Sunarto (KABID DPPKBP3A Sukoharjo), Dokumentasi dan Wawancara, DPPKBP3A 
Sukoharjo pada tanggal 21 Agustus 2019 
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dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Yang ada dalam Hukum Keluarga 
Islam adalah tiga kata kunci pemeliharaan anak, yakni: hak pengasuhan, hak 
pemeliharaan, dan hak pendidikan. Sementara istilah Perlindungan Anak 
ditemukan dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang 
Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini 
dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), ”Perlindungan 
Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”  
Dengan demikian istilah Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan 
Anak kira-kira mirip dengan istilah pemeliharaan anak dalam Hukum Keluarga 
Islam Indonesia dengan segala perbedaannya. Sementara maksud Hukum 
Keluarga Islam Indonesia, juga kira-kira sama dengan Peraturan Perundang-
Undangan Perkawinan Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan 
Indonesia merupakan salah satu dari produk pemikiran hukum Islam. Maka 
maksud judul tulisan perlindungan terhadap anak pasca perceraian adalah 
pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan, dan istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) sama dengan istilah hadhânah dalam fikih. Dalam KHI, 
pemeliharaan atau hadhânah didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, 
76 
 
 
 
memelihara dan mendidik anak dalam keluarga yang orang tuanya berpisah 
(cerai).  
Selain itupun Undang-Undang Perlindungan Anak ditetapkan pemerintah 
untuk tujuan yang sama, yakni memberikan perlindungan dan jaminan hak 
pemeliharaan terhadap anak. Adapun pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan Anak yang terkait dengan penelitian ini ada di Pasal 
14 yang menyatakan bahwa, Angka (1) setiap  anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  
orang tuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau aturan  hukum  yang  
sah  menunjukkan  bahwa pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan  terbaik bagi  
Anak  dan  merupakan  pertimbangan terakhir. (2)  Dalam  hal  terjadi  pemisahan  
sebagaimana di maksud pada ayat (1), anak tetap berhak: 
a. bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi secara tetap dengan kedua 
orang tuanya.  
b. mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan, pendidikan  dan  perlindungan  
untuk  proses tumbuh  kembang  dari  kedua  orang  tuanya sesuai  dengan  
kemampuan,  bakat,  dan minatnya. 
c. memperoleh  pembiayaan  hidup  dari  kedua orang tuanya.  
d. memperoleh Hak Anak lainnya. 
Pasal di Undang-Undang Perlindungan Anak ini yang menjadi dasar yang 
kuat bagi DPPKBP3A Sukoharjo untuk memberikan perlindungan hak anak pasca 
perceraian, yang mana pada idealnya keluarga/orang tua adalah tempat berlindung 
terdekat dari anak, namun dalam hal ini kedua orang tuanya mengalami perceraian 
sehingga akan lebih sulit sang anak bertemu dengan kedua orang tuanya langsung, 
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terlebih jika perceraian tersebut ada unsur konflik atau persengketaan yang belum 
selesai sehingga dikhawatirkan bisa berimbas kepada lalainya pemenuhan hak-hak 
anaknya. Namun dalam realitanya, kekhawatiran DPPKBP3A Sukoharjo 
mendapat beberapa kendala atau keterbatasan, yakni kurangnya pemahaman orang 
tua terhadap pentingnya pemenuhan hak anak, yang mana jika tidak diupayakan 
dengan baik dikhawatirkan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Selain 
itu, kasus terkait pelanggaran hak anak pasca perceraian adalah kasus yang 
digolongkan kepada kasus internal/privasi, sehingga dalam penanganannya 
masyarakat lebih memilih menyelesaikannya sendiri atau dengan pihak keluarga 
tedekat, selain itupun saksi terdekatpun kiranya tidak bisa melapor karena 
keterbatasan tersebut.76 
Dari satu laporan yang ada, bahwa pelapor tidak diperbolehkan oleh 
terlapor untuk bertemu anaknya setelah perceraian terjadi. Dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak tersebut telah dikemukakan, pada Pasal 14 angka 2 huruf a 
dan b, bahwa sekalipun telah terjadi pemisahan dalam hal ini adalah perceraian, 
maka tetap anak berhak bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi secara tetap 
dengan kedua orang tuanya, dan mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan, 
pendidikan  dan  perlindungan  untuk  proses tumbuh  kembang  dari  kedua  
orang  tuanya sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan minatnya. 
Sedangkan Pasal dari Undang-Undang lain yang lebih erat kaitannya 
dengan judul penelitian ini, yakni UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Undang-Undang yang merupakan hasil dari upaya pembaharuan Hukum Keluarga 
                                                          
76 Sunarto (KABID DPPKBP3A Sukoharjo) , Wawancara, DPPKBP3A Sukoharjo, pada 
tanggal a21 Agustus 2019 
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Islam ini memiliki Pasal untuk melindungi hak-hak anak pasca perceraian, seperti 
pada Pasal 41; hak dan tanggung jawab akibat putusnya perkawinan karena 
perceraian yakni sebagai berikut: 
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 
keputusannya. 
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan 
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan 
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.  
Dilanjut dengan bab X Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, yakni 
pasal 45  UUP No. 1 Tahun 1975 menyatakan: 
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya. 
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku 
terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.   
Dengan ini dapat diseimpulkan, DPPKBP3A memiliki peran penting 
dalam memberikan perlindungan terhadap anak, dengan posisinya di bawah 
Pemerintah Daerah, DPPKBP3A menjadi Leading sector bagi Lembaga 
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perlindungan atau pemerhati anak lain. Dalam tugasnya juga relatif memiliki 
kemudahan dari segi perizinannya sehingga langkah-langkah dalam memberikan 
perlindungan anak lebih optimal. 
DPPKBP3A Sukoharjo dalam memberikan perlindungan hak anak pasca 
perceraian memiliki kendala tersendiri, karena umumnya dalam permasalahan 
penggarahan hak anak pasca perceraian tersebut merupakan permasalahan pribadi 
masyarakat dan juga DPPKBP3A menilai tingkat pemahaman masyarakat 
Sukoharjo mengenai hak-hak anak masih kurang, sehingga meyakini ada lebih 
dari satu kasus pelanggaran hak anak diluar sana yang tidak dilaporkan. 
Dalam perannya, DPPKBP3A berupaya preventif dan kuratif dalam 
memberikan perlidungan hak-hak anak pasca perceraian, berupa memberikan 
Sosialisasi terhadap beberapa elemen masyarakat tentang pemahaman hak-hak 
anak dan himbauan agar bersama-sama melindungi hak-hak anak. Dan dalam 
peran atau upaya kuratif, DPPKBP3A telah menerima satu kasus terkait hak asuh 
anak pasca perceraian yang dikhawatirkan akan terjadinya pelanggaran atau 
hilangnya hak anak tersebut sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang anak, 
seperti dalam buku yang ditulis oleh John Gottman dan diterjemahkan oleh T. 
Hermaya, buku yang bersumber dari riset-riset lapangan dan kutipan dari 
penelitian lain ini mengemukakan bahwa dampak ketidakharmonisan keluarga 
sudah bisa dirasakan sejak masa bayi dan ditambahkan untuk usia anak yang telah 
bermain dengan teman sebayanya, anak yang berlatar belakang keluarga 
perceraian atau keluarga yang tidak harmonis cenderung bertiangkah laku negatif 
dibanding anak lain, seperti bertengkar, mengancam, memberi sambutan jelek, 
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ngerumpi dan serangan fisik. Dari satu kasus tersebut dalam upayanya, 
DPPKBP3A mendampingi dan memberikan fasilitas agar kedua belah pihak dapat 
bertemu dan dapat menemukan titik tengah. 
Dari upaya-upaya tersebut dapat disimpulkan pada prinsipnya upaya yang 
dilakukan DPPKBP3A Sukoharjo memperhatikan poin-poin yang ada di Hukum 
Keluarga di Indonesia, seperti pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 
Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perlidungan Anak yang memiliki poin, “Jika terjadi perceraian antara 
kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut 
hingga dewasa dan anak tersebut berhak bertemu dengan kedua orang tuanya 
secara langsung”. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari beberapa penjelasan dan analisis di atas dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. DPPKBP3A Sukoharjo dalam memberikan perlindungan hak-hak anak 
secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua peran atau upaya, 
yakni Upaya Preventif dan Upaya Kuratif. Dalam pelaksanaannya 
Upaya Preventif bisa dilakukan dengan dua macam upaya, yakni 
Sosialisasi serta Media Komunikasi informasi. Sedangkan Upaya 
Kuratif dalam pelaksanaanya dapat dilakukan dengan beberapa upaya, 
yakni Layanan Pengaduan, Layanan Penanganan dan Pendampingan. 
Pelayanan Kesehatan, Layanan Rehabilitasi Sosial, Layanan Bantuan 
dan Penegak Hukum. Adapun terkait penelitian ini yakni perlindungan 
hak-hak anak pasca perceraian, DPPKBP3A Sukoharjo melakukan dua 
jenis Upaya tersebut di atas, yakni Upaya Preventif dan Upaya Kuratif. 
Dalam pelaksanaannya, Upaya Preventif yakni dengan Sosialisasi ke 
Lembaga terdekat dengan masyarakat atau dengan tokoh masyarakat 
mengenai pemahaman hak-hak anak dan himbauan agar melapor jika 
terdapat pelanggaran hak anak, dalam hal ini pula mengenai 
perlindungan hak anak pasca perceraian, dan Upaya Preventif lain 
yakni dengan menggunakan Media Komunikasi dan Informasi seperti 
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media koran. Sedangkan dalam Upaya Kuratif DPPKBP3A Sukoharjo 
untuk melindungi hak anak pasca perceraian yakni dengan 
mengundang kedua belah pihak dengan harapan dapat menemukan 
titik tengah yang bisa diterima kedua belah pihak. 
2. Peran DPPKBP3A Sukoharjo dalam memberikan perlindungan hak 
anak pasca perceraian perspektif Hukum Keluarga di Indonesia 
menjelaskan dalam regulasi Pasal 41 huruf a Undang-Undang 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 angka 2 huruf a dan b 
Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang kiranya 
keduanya memiliki kemiripan, bahwa dalam hal terjadi perceraian 
maka hendaklah kedua belah pihak yakni ibu dan ayah tetap 
memberikan kewajibannya terhadap anak mereka. Dalam hal ini upaya 
yang dilakukan DPPKBP3A dapat dinilai telah memenuhi 
kewajibannya sesuai dengan regulasi hukum keluarga di Indonesia 
yang pada upayanya mendukung penuh pemenuhan hak anak pasca 
perceraian. 
 
B. Saran 
1. Kepada masyarakat agar melaporkan jika terdapat pelanggaran hak 
anak dan tidak takut atau tidak menganggap suatu masalah dalam 
rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak perlu dilaporkan. 
2. Dan kepada DPPKBP3A Sukoharjo, bisa memperbanyak lagi kerja 
sama dengan Lembaga lain, dalam hal perlindungan hak anak pasca 
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perceraian bisa bekerja sama dengan Pengadilan. Untuk yang 
diupayakan bisa dengan Upaya Preventif, yakni sosialisasi pentingnya 
melindungi hak anak sekalipun.  
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